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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Variabel Bukti Fisik terhadap Kualitas Pelayanan menunjukkan nilai 

koefisien jalur sebesar 0.777 dengan nilai t sebesar 2.459. Nilai t tersebut 

lebih besar dari t tabel (1,960) atau P value 0.014.Variabel Bukti Fisik 

(X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan (Y). 

2. Variabel Keandalan terhadap Kualitas  Pelayanan menunjukkan nilai 

koefisien jalur sebesar -0.115 dengan nilai t sebesar 0.373. Nilai t tersebut 

lebih kecil dari nilai t tabel (1,960) atau P Values 0.709. Variabel 

Keandalan (X2) tidak berpengaruh positif dan tidak  signifikan terhadap 

Kualitas Pelayanan (Y). 

3. Variabel Daya Tanggap terhadap Kualitas Pelayanan menunjukkan nilai 

koefisien jalur sebesar 0.483 dengan nilai t sebesar 1.990. Nilai t tersebut 

lebih kecil dari nilai t tabel (1,960) atau P Values 0.047. Variabel Daya 

Tanggap (X3) berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas 

Pelayanan (Y). 

4. Varibel Jaminan terhadap Kualitas Pelayanan menunjukkan nilai koefisien 

jalur sebesar  0.738 dengan nilai t sebesar 1.871. Nilai t tersebut lebih 

besar dari nilai t tabel (1,960) atau P Values 0.062. Variabel Jaminan (X4) 
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tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Pelayanan 

(Y). 

5. Empaty terhadap Kualitas Pelayanan menunjukkan nilai koefisien jalur 

sebesar 0.484 dengan nilai t sebesar  2.246. Nilai t tersebut lebih kecil dari 

nilai t tabel (1,960) atau P Values 0.025. Variabel Empati (X5) 

berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelayanan (Y). 

 

6.2  Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 

berupa saran-saran sebagai berikut :  

1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang terus melakukan 

peningkatan bukti fisik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 

Perlu diterapkan sistem pelayanan terintegrasi secara elektronik  

merupakan salah satu bukti fisik yang harus di ditingkatkan sehingga dapat 

meningkatkan Kualitas Pelayanan. 

2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang terus melakukan 

peningkatan Daya Tanggap sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan. Pelayanan yang cepat dan tepat harus yang harus dipertahankan 

lagi, sehingga dapat meningkatkan Kualitas Pelayanan yang baik.   

3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Kupang terus melakukan 

peningkatan Empati sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 

Karyawan harus lebih lagi memberikan pelayanan yang tegas dan adil 

kepada setiap pemohon izin agar terciptanya pelayanan yang lebih baik. 
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